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TERBUKTI KORUPSI DANA PNBP 2019, MANTAN KEPALA ASRAMA HAJI 

LOMBOK  DIVONIS 1,2 TAHUN PENJARA 

 

 

Sumber: https://www.bing.com/images/search?q 

 

Mantan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok Abdurrazak Al 

Fakhir dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Nusa Tenggara Barat, 

terbukti melakukan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019. “Dalam 

pengelolaan dana PNBP tersebut, terdakwa membiarkan bahkan memerintahkan penggunaan uang 

untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain,” kata Ketua Majelis Hakim Agung Prasetyo dalam 

sidang putusan Abdurrazak di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Rabu. Karena perbuatan 

terdakwa, Majelis Hakim menyatakan adanya kerugian negara yang muncul dari dana PNBP tahun 

2019 ini dengan nilai mencapai Rp484,26 juta. Angka kerugian itu sesuai dengan hasil pemeriksaan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. 

Lebih lanjut dalam vonis hukumannya, Abdurrazak dijatuhi hukuman satu tahun dan dua bulan 

penjara dengan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan 

mengganti kerugian negara sesuai dengan hasil pemeriksaan BPKP NTB sebesar Rp484,26 juta 

subsider enam bulan kurungan. Vonis mengganti kerugian negara itu turut dibebankan Majelis 

Hakim kepada terdakwa dua yang merupakan bendahara UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok 

Iffan Jaya Kusuma. 

Namun terkait dengan kerugian negara, Abdurrazak diketahui menitipkan uang sebesar 

Rp288,314 juta kepada jaksa penuntut umum. Hakim memutuskan agar uang tersebut dirampas 

untuk dijadikan sebagai pengganti kerugian negara. Untuk Uffan Jaya Kusuma, Majelis Hakim 
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menjatuhkan pidana lebih rendah dibandingkan mantan atasannya itu dengan pidana penjara selama 

satu tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.  Majelis Hakim pun memutuskan 

uang titipan Iffan sebesar Rp123,38 juta disita sebagai pengganti kerugian negara. Hal yang 

membuat Iffan dihukum lebih rendah dibandingkan mantan atasannya yakni mengakui perbuatan 

dan kesalahannya serta sudah mengembalikan kerugian negara. 

Dari vonis hukumannya, kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Juncto 

Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Juncto Pasal 54 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Usai putusannya dibacakan, 

jaksa penuntut umum Fajar Alamsyah Malo menyatakan pihaknya masih pikir-pikir. Begitu juga 

dengan kuasa hukum Abdurrazak, Sulado dan penasihat hukum Iffan, Lalu Ahyar Supriadi. Pada 

tahun 2019, UPT Asrama Haji mendapatkan PNBP dari sewa gedung sebesar Rp1,4 miliar. 

sementara yang disetorkan ke kas negara hanya Rp996,18 juta. Selisihnya, Rp484,26 juta ternyata 

sudah dipakai Razak dan Iffan untuk keperluan pribadi dan pelayanan tamu kedinasan. 

Dalam perkara ini, Razak terbukti menggunakan PNBP dari sewa gedung itu untuk kepentingan 

pribadi dan kepentingan kantor. Padahal, aturannya uang PNBP harus disetor secepatnya kepada 

negara. Razak sebagai kuasa pengguna anggaran dan Kepala UPT yang memiliki kewenangan 

mengelola anggaran. Juga kewenangan menunjuk Iffan sebagai bendahara. Iffan turut serta 

membantu Razak dalam korupsi uang PNBP tersebut. (Ant). 

 

Sumber berita: 

1. https://insidelombok.id/berita-utama/terbukti-korupsi-dana-pnbp-2019-mantan-kepala-asrama-

haji-lombok-divonis-12-tahun-penjara/ Diakses 18 Maret 2021; 

2. https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kepala-asrama-haji-lombok-terbukti-korupsi-dana-

pnbp-2019-rp48426-juta.html/ Diakses 18 Maret 2021; 

 

Catatan: 

 Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah 

Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan 

kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara 

https://insidelombok.id/berita-utama/terbukti-korupsi-dana-pnbp-2019-mantan-kepala-asrama-haji-lombok-divonis-12-tahun-penjara/
https://insidelombok.id/berita-utama/terbukti-korupsi-dana-pnbp-2019-mantan-kepala-asrama-haji-lombok-divonis-12-tahun-penjara/
https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kepala-asrama-haji-lombok-terbukti-korupsi-dana-pnbp-2019-rp48426-juta.html/%20Diakses
https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kepala-asrama-haji-lombok-terbukti-korupsi-dana-pnbp-2019-rp48426-juta.html/%20Diakses
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terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh 

bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

1. Kerugian keuangan negara  

2. Suap-menyuap  

3. Penggelapan dalam jabatan  

4. Pemerasan  

5. Perbuatan curang  

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan  

7. Gratifikasi
i
 

 Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata 

”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 

1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana 

koruptor
ii
 

 Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus 

memenuhi unsur-unsur:  

1) Setiap orang atau korporasi;  

2) Melawan hukum;  

3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;  

 

Endnote/ Catatan Akhir 

                                                           
i
 DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , https://www.kppu.go.id/ 
ii
 DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , 

https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf 

 

 

Disclaimer: 
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Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, 

bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB  


